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1. KesimpuJan 
a. 	 Iiukum Dasar yang mengatur tentang keberadaan warga Penghayat Kepercayaan 
Terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah Pancasila, UUD 45, TAP MPR No : III 
1978, UU NO.lI PNPSI 1965. Dimana dalam hal ini dinyatakan bahwa keberadaan 
warga Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah dilindungi 
o)eh undang - undang yang rnengatur tentang sejauh manahak dan kewajiban 
Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha E~a sebagai warga negara. 
b. 	 Menurut Undang - undang No, 'J 11974 Perkawinan antara pasangan Penghayat 
Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah sah. Karena dalam Undang-
Undang No. 1/ 1974 mengenaiperkawinan telah rnemberikan jaminan hukum 
untuk penganut kepercayaanterhadap Tuhan Yang Maha Esa, yaitu dalam pasal 2 
Undang - Undang No. II 1974 disebutkan, perkawinanadalah sah apabila 
dilakukan menurut hukum masing - masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hal 
ini dapat diperkuat lagi dengan dasar hukum perkawinan bagi Penghayat 
I 
Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa antara lai n : 
- Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 pasal 2 ayat 2 ; 
- Keputusan Menteri Datam Negeri No. 221a Tahun 1975 (diktum pertama a.5) ; 
- Yurisprudensi M.A RI. No.1559 K/pdtl1991.yo No.51/pdt.G/1990IPN. Pati. 
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